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MOTTO

Hai orang-orang vang beriman sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-
anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap
mereka, dan jika kamu memaalkan dan tdak memarahi serta mengampuni
(mereka). maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayvang.
(Terjemahan Surat At Taghaabuh avat 14)*

" Kementrian Urusan Apama Islam Wakaf, 3a'wah dan Irsvad Kerapaan Saudi Arabiah 1998 4¢
Chr ‘an don Teremahannya, Saudi Arabia Asy Svarif
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RINGKASAN
Implementasi  Hak-Hak  Tersangka Anak Di Polres  Pasuruan
No.Pol.BF/156/1X/2006), Tka Kusumawati, 020710101082, 2006, 30 him.

Pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan seringkali
diabaikan dan tidak dilindungi. Hal mi akan sangat berpengaruh  bagi
perkembangan mental anak tersebut ke depannya. Dalam Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak-hak anak sebagai tersangka dilindung
mulai dan proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan hingga
pemeriksaan di Pengadilan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penyidikan
terhadap tersangka anak harus diperhatikan tujuan peradilan anak vaitu melakukan
koreksi dan rehabilitasi sehingga anak tersebut dapat secepatnya kembah ke
masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian di wilavah hukum Polres Pasuruan dengan judul IMPLEMENTASI
HAK-HAK TERSANGKA ANAK KASUS PENCABULAN DI POLRES
PASURUAN (NO.POL.BP /156/IX/2006). Permasalahan vang Penulis ambil
untuk penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam
proses penyidikan di Polres Pasuruan dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh
penvidik  dalam  melaksanakan terhadap hak-hak tersangka anak. Untuk
memecahkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode vuridis
sosiologis denpgan mengpunakan data primer dan data sekunder, dan untuk
mengumpulkan data penubis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Dasar hukum yang penulis gumakan dalam penuhisan sknpsi ini yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang Penpadilan Anak Kemudian landasan teoritik yang digunakan vaitu
mengenal pengertian anak dan pengertian tersanpka, dan pengertian hak anak
sebagai tersangka tindak pidana.

Pada Pembahasan mengemukakan mengenai reahlita kasus tindak pidana
dengan tersangka anak yang terjadi di Polres Pasuwruan di dalamnya penulis
paparkan pelaksanaan hak hak tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres

Pasuruan. Untuk mengetahm pelaksanaan hak-hak tersangka anak penulis
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mengikuti proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh vang disangka melakukan
tindak pidana pencabulan. Selain mengikuti proses pemeriksaan terhadap
tersangka Kh penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik anak di Polres
Pasuruan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka anak dan proses penangkapan,
penahanan, pemeriksaan tersangka anak. penyitaan dan pemeriksaan barang bukti,
pemeriksaan saksi hingga dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian
dikemukakan pula mengenai kendala-kendala yang dihadapi penyidik anak dalam
pelaksanaan hak-hak tersangka anak di Polres Pasuruan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yvang penulis lakukan i
Polres Pasuruan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak tersangka
anak di Polres Pasuruan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Namun
hak tersangka anak untuk mendapatkan ruang tahanan terpisah dengan tahanan
dewasa tidak dipenuhi dengan baik.

Saran dari penulis hendaknva pihak Polres Pasuruan menambah personil
penyvidik anak untuk memperlancar pelaksanaan hak-hak tersangka anak,

Kemudian secharusnya ruang tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa.

xi
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebaga generasi penerus bangsa dalam pertumbuhan dan
perkembangannya memerlukan pembmaan dan perlindungan dari berbagai pihak
antara lain yaitu keluarga, masyarakat dan negara. Pembinaan dan perlindungan
dari berbagai mhak tersebut memberikan dampak bagi perkembuangan fisik,
mental dan sosial anak secara optimal. Dengan perkembangan anak secara optimal
tersebut maka akan terwujud penerasi penerus bangsa yang tangguh dan siap
untuk menerima dan meneruskan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dengan
pembangunan.

Hal 1m sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang No 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan anak sebagai generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa din sumber dava manusia bagi pembangunan
nasional. Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia vang
berkualitas dan mampu memmpmn serta memelihara kesatuan dan persatuan
bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perfindungan dan
segala kemungkinan vang akan membahayakan anak sebapgm penerasi penerus
bangsa.

Anak di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, banvak sekali
laktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhinya Diantaranya  fakior  keluarga,
lingkungan, masyarakat, agama serta ilmu pengetahuan dan teknologi Apabila
faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang positif maka anak akan tumbuh
menjadi manusia yang schat baik jasmani maupun rohani. Apabila faktor-faktor
tersebut memberikan pengaruh yang negatif’ maka anak akan tumbuh menjadi

pribadi yang buruk
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Pada umumnya kenakalan anak dianggap wajar namun tidak jarang
kenakalan anak-anak tersebut melampaui batas kewajaran bahkan mengarah
kepada perbuatan melanggar hukum di usia anak yang masih beha. Seorang anak
yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sering kali hak-hak anak tersebut
tidak dilindung pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan
hingga proses persidangan di Pengadilan. Belum lagi mercka harus menghadapi
anggapan masyarakal schagai penjahat, diasingkan dari lingkungan, dikeluarkan
dari sckolah. Hal imi berpengaruh bagm perkembangan mental anak tersebut.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan
elektronik dapat memberi pengaruh buruk bagi perkembangan jiwa anak jika tidak
diimbangi dengan pengertian dari orang tua. Maraknya tayangan televisi vang
menyiarkan tentang kejadian-kejadian kriminalitas tanpa di saring dahulu baik
tidaknya tayangan tersebut dapat ditiru oleh anak-anak tanpa tahu hal tersebut
salah atau tidak sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu anak
melakukan tindak pidana.

Salah satu kasus yang dapat menggambarkan anak melakukan tindak
pidana adalah kasus pencabulan vang dilakukan oleh Kh (14 tahun), warga
kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yvang diduga melakukan pencabulan
terhadap Mawar (8 tahun) yang masih tetangganya sendiri. Dalam penyidikan Kh
menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan setelah menonton tayangan
berita kriminalitas di televisi vang menayangkan berita pemerkosaan.

Hentuk perlaksanaan hak-hak tersangka anak diatur dalam Undanp-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP
Hak-hak tersangka anak dilindungi mulai dan proses penangkapan, penahanan,
penvidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Penyidik anak harus mengerti dengan benar mengenai hak-hak tersangka
secara umum yang diatur dalam KUHAP, hak-hak anak sebagai pelaku tindak
pidana serta asas-asas pengadilan anak agar dalam pelaksanaan penyidikan anak

dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu perkembangan jiwa anak.

-
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Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak
harus diperhatikan twjuan peradilan anak. Pada dasamya tujuan peradilan anak
adalah melakukan koreksi dan rchabilitasi schingga anak tersebut dapat
secepatmya kembali ke masyarakat normal

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka anak untuk lebih
mengetahui gambaran yang sesungguhnva terjadi di wilayah hukum Kepolisian
Resor Pasuruan, untuk selanjutnya disebut Polres Pasuruan, untuk kemudian
dican solusi terbaik jika diketemukan kendala-kendala. Oleh karena berdasarkan
latar belakang tersebut diatas dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil
Judul * IMPLEMENTAS] HAK-HAK TERSANGKA ANAK KASUS
PENCABULAN DI POLRES PASURUAN (NO.POL.BP/156/1X/2006)".

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang vang telah dikemukakan diatas maka
penulis merumuskan permasalahan sebagai benkut:
|. Bagaimana pclaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus pencabulan

di Polres Pasuruan?

b

Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik anak Polres Pasuruan di
dalam melaksanakan hak-hak tersangka anak?

1.3 Tujuan Penulisan
Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut tyjuan dan penuhisan sknpsi
adalah:
I. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus

pencabulan Polres pasuruan,

Pl

Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik anak

Polres Pasuruan dalam hak-hak tersangka anak.
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1.4 Metode Penelitian

benkut:

1.4.1

143

Penulisan skripsi uu penulis menggunakan metode-metode  sebagai

Pendekatan Masalah

Metode wyang digunakan penulis untuk memahami, mempermudah
sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis.
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi
hukum, yailu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan implementasi
perlindungan hak-hak tersangka anak, Sedangkan pendekatan sosiologis
digunakan untuk mengkaji permasalahan dan membahas penelitian dengan
di dasarkan pada kenvataan vang terjadi di masyarakat (Bambang
Sunggono h43), vaitu implementasi hak-hak lersangka anak yang di

lakukan Polres Pasuruan.

Lokasi Penelitian

Penelitan 11 penulis memilih lokasi penelitian di Polres Pasuruan di
karenakan Polres Pasuruan memiliki wilavah hukum yang luas vaitu
seluruh wilavah Kabupaten Pasuruan Disamping itu dikarenakan adanya
kasus-kasus tindak pidana dengan lersangka anak vang terjadi di wilayah

tersebut yang di dapat dari hasil survei awal yvang dilakukan penulis.

Jems dan Sumber Data

Guna membaniu penulisan skripsi i maka penulis menggunakan data-

data vang terdirt darn:

a.Data Primer yaitu data yang diperoleh seara langsung dari hasil
wawancara dengan responden (Soerjono Sockanto. 1984, h 12). Dalam
hal mi penulis menanyakan langsung kepada bagian penyidikan anak

Polres Pasuruan.

Bl
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b.Data Sekunder yaitu data-data vang diperoleh penulis dan kepustakaan
yvang bersumber dan hteratur-hiteratur, buku-buku, peraturan perundang-
undangan, serta artikelartikel dalam internet yang ada hubungannya

dengan pokok permasalahan yang ditelin.

1.44 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, maka enulis

menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a.Wawancara vaitu cara memperoleh mformasi dengan mengadakan
serangkaian tanya jawab langsung dengan vang diwawancaral (Ronny
Hanitijo Soemitro, op.cit. h.57), dalam hal ini adalah penyidik anak di
Polres Pasuruan vang pemnah dan sedang melaksanakan penvidikan
tindak pidana dengan tersangka anak.

b.Studi kepustakaan dan dokumentasi vaitu suatu pngumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengutip dari berbagai literatur, buku-buku,
artikel-artikel dalam imternet serta peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penvusunan skripsi ini,

1.45 Analisis Data
Metode vang dipunakan adalah metode deskriptif analitis, vaitu
mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya kemudian di analisa
berdasarkan teon-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Hasil penelitian
lapangan vang berupa data belum dapat memberikan pemecahan terhadap
permasalahan vang dibahas, untuk itu data tersebut harus diolah
Pengolahannya didasarkan pada penehtian lapangan yang kemudian
dipadukan dengan data kepustakaan untuk mendapatkan jawaban atas

permasalahan vang ada.
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5.5 LI T PERRUSTARAAN
= UN " LRSITAS JEMBER

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Kh umur 14 tahun bertempat tinggal di Pasuruan adalah tersangka tindak
pidana pencabulan dengan korban Mawar umur 8 tahun yang masih tetangga
tersangka. Kejadian ini bermula pada suatu hari di bulan september 2006, mawar
sedang bermain-main diteras depan rumahnya. Kemudian datang tersangka Kh
dan mengajak korban untuk masuk kedalam kamar korban selanjutnya Kh
membuka baju korban kemudian melakukan tindakan pencabulan. Setelah puas
melakukan perbuatannya itu tersangka pergi meninggalkan mawar begitu saja
dengan disertai ancaman untuk tidak menceritakan perbuatan tersangka tersebut
kepada orang lain. Namun pada waktu dimandikan ibunya terlihat hal-hal yang
anch pada diri mawar, setelah didesak oleh ibunya akhimya mawar mengaku
kalau telah dicabuli oleh Kh, Mendengar pengakuan anaknya, ibu mawar ndak
terima dan melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Polres Pasuruan. Setelah
menerima laporan peristiwa terscbut pihak Polres Pasuruan sepera memproses
kasus tersebut. Dalam kasus pencabulan terhadap mawar tersangka Kh dijerat
Pasal 290 KLIHP

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan penyusun puna membahas permasalahan
ini antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Menurut Pasal 290 ayat 2 KUHP disebutkan barang siapa melakukan
perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus
diduganva, bahwa umumya belum lima belas tahun atan kalau umurnya tidak

jelas, yang bersangkutan belum waklunya untuk dikawin

¥
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal | angka |
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawal negeri sipil lertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2

Penvidikan adalah serangkaian tindakan penvidik dalam hal dan menurut ara
yvang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
buktivang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal | angka 14
Tersangka adalah seorang vang karena perbuatannva atau keadaannya.
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal | angka 20

Penangkapan adalah suatu tindakan penvidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

menurut cara vang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 21
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal

serta menurut cara vang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal | angka 29
kKeterangan anak adalah keterangan yang diberikan olch seorang anak tentang

hal vang diperlukan untuk membual terang sualu perkara pidana guna
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kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.

Pasal 50 avat (1)
Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum

Pasal 51 hurufa
Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yvang disangkakan kepadanya pada waktu

pemeriksaan dimulai.

Pasal 52
Dalam pemenksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau
terdakwa berhak membeni keterangan secara bebas kepada penyidik atau

hakim.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari
pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka
atau terdakwa puna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan

ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 63
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dan

rohamawan.

Pasal 63
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi
dan atau sesorang yang memiliki keahlian Khusus guna memberikan

keterangan vang menguniungkan bagi dirinya.
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Pasal 68
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya

. Undang-Undang No, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pasal | angka |

Dalam undang-undang i yang dimaksud dengan anak adalah orang vang
dalam perkara anak telah mencapai umur delapan tahun (8 tahun) tetapt belum
mencapal umur delapan belas tahun (18 tahun) dan belum pemah kawin

Pasal | angka 2

Anak nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana atau

b, anak yang melakukan perbuatan yang dinvatakan terlarang bagi anak,
menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan
hukum lain yvang hidup dan berlaku dalam masvarakat vang bersangkutan.

Pasal | angka §
Penyidik adalah penyidik anak.

Pasal 6
Hakim, Pepuntut Umum, Penyidik dan Penaschat Hukum serta Petugas
lainnya dalam sidang anak tdak memakai toga atau pakasan dinas.

I"asal 40
Hukum acara vang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak,

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang i

Pasal 41 ayat |

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik vang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau
pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
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Pasal 41 avyat 2

Syarat-syaral untuk ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam

ayal | adalah:

a. telah berpengalaman scbagai penyidik tindak pidana yang dilakukan olch
orang dewasa

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak,

Pasal 41 ayat 3

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 dapat dibebankan kepada:

a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa:atau

b. penyidik lain vang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang
berlaku

Pasal 42 ayat |

Penvidik wajib memenksa tersangka dalam suasana kekeluargaan

Pasal 42 ayat 2

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu
juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahh

keschatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyvarakatan lainnya.

Pasal 42 ayat 3

Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Pasal 44 ayal 6
Penahanan terhadap anak dilaksanakan @i tempat khusus untuk anak di
Iingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di

tempat tertentu.

Pasal 45 avat 1
Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan

kepentingan anak dan atau kepentingan masyvarakat.
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Pasal 45 ayat 2
Alasan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat | harus dinyatakan
secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan.

Pasal 45 avat 3

Tempat tahanan anak harus di pisahkan dan tempat tahanan orang dewasa.

Pasal 45 ayat 4
Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap di

penuli.

Pasal 51 avat |

Setiap Anak Nukal sejak diangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan
hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waki dan
pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang i

Pasal 51 ayar 2

Pejabat  yang  memerlukan  penangkapan  atau  penahanan  wajib
memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wal atau orang tua asuh,
mengenal hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam avat
(1),

Pasal 5] ayat 3
Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung
dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat vang

berwenang
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2.3 Landasan Teoritik
2.3.1 Pengertian Anak Nakal dan Tersangka

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Dalam Pasal | ayat (2) merumuskan bahwa Anak adalah orang dalam perkara
anak nakal vang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapr belum mencapai
umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pernah menikah. Yang dimaksud
denpan anak nakal menurut Pasal | angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
vaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak vang melakukan perbuatan
vang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan
maupun menurut peraturan hukum lain vang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang hersangkutan.

Definisi tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanmya, berdasarkan bukt
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Disini penulis dapat mendefinisikan bahwa tersangka anak adalah orang
vang telah berumur 8 (delapan tahun), tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukt
permulaan vang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam defimsi
lain tersangka anak juga disebut sebagai anak nakal. Definisi anak nakal menurut
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa anak
nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak vang melakukan
perbuatan yang dinvatakan lerlarang bagi anak, baik menurut peraturan
perimdang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Wagiati Soetodjo dalam
bukunya Hukum Pidana Anak membuat kesimpulan bahwa anak nakal adalah
suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma. baik norma hukum maupun

norma sosial vang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

2.3.2 Hak-hak Tersangka Anak
Ada heberapa macam mengenai hak anak diantaranva:
I, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat
diajukan kepada penuntut umum.(Pasal 50 ayat 1);

berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yanp dimengerti
olehnya tentang apa vang disangkakan kepadanva pada wakiu
pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a);

berhak memben keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
Pasal 52;

berhak menghubungi dan menenima kunjungan dad pihak yang
mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan lersangka atau
terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan
ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.(Pasal 60};

Tersangka atau terdakwa berhak menghubung dan menerima kunjungan
dari rohaniawan. {Pasal 63);

berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau sesorang yang
memiliki  keahlian khusus guna memberikan Kketerangan yang
menguntungkan bagi dinnva. (Pasal 65);

berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 95 dan selanjutnya. ( Pasal 68)

2. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

a.

tersangka anak di dalam proses penyidikan berhak untuk di penksa dalam
suasana kekeluargaan, hal ini sesuaidengan pasal 42 ayat (1),

tersangka anak berhak untuk di tempatkan terpisah dengan tahanan orang
dewasa, hal im sesua dengan pasal 45 ayat (3).

tersangka anak sejak awal saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari scorang atau lebih hal ini ssuai dengan pasal 51 ayat
(1)

tersangka anak berhak untuk berhubungan langsung dengan Penaschat
Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang

berwenang.(Pasal 51 ayat(3)).
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3. Menurut Wagati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak(2006:h 71)

tersangka anak mempunyai hak untuk:

a. hak diperlakukan sebaga yang belum terbukt bersalah.

b. hak mendapat perlindungan dan tindakan-tindakan vang merugikan,
menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

¢. hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.

d. hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta
memperlancar pemeriksaan.

e. hak untuk menyatakan pendapat.

f. hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

g. hak untuk mendapal pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila
dan Undang-1Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.

h. Peradilan sedapat mungkin untuk tidak ditangguhkan, konsckuensinya
persiapan vang matang sebelum siding dimulai.

I, hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

2.3.3 Proses Penyidikan terhadap tersangka anak

Penyidikan merupakan serangkaian tmdakan yang dilakukan pejabat
penyidik sesual dengan cara vang diatur dalam undang-undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukt, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang
tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanva atau pelaku tindak
pidananya ( M Yahya Harahap, 1993:109) Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti
tentang nndak pidana, tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan
saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan
pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan. melakukan penahanan dan lain
sebagainya ( Darwan Prinst, 2003; 37).

Proses penyidikan terhadap fersangka anak dilakukan oleh penyidik anak
vang ditetapkan berdasarkan Sural Keputusan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Penyidikan terhadap anak nakal

berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta
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pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Maksud dan
diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka
anak penyidik tidak memakai serapam dinas, dan melakukan pendekatan secara
efekuf. akuf dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada
pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama dalam penyidikan (Darwan Prinst,
2003: 38). Proses penvidikan terhadap tersangka anak wajib dirahasiakan hal ini
sesual dengan Pasal 42 ayat 3 Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan anak.

Menurut Pasal 51 avat | Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tantang
Pengadilan anak sejak ditangkap/ditahan tersangka anak berhak mendapat bantuan
hukum dari seseorang atau lebih penasehal hukum. Bantuan hukum itu diberikan
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang
ditentukan. Untuk itu pejabat yvang melakukan penangkapan atau penahanan (
penvidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka
atau terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak
memperoleh bantuan hukum itu ( Darwan Prinst, 2003: 47), Penahanan Terhadap
tersangka anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut
pertumbuban  dan perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak dan

kepentingan masyarakal.
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2. WK UPT gy
BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Anak di Polres Pasuruan

Proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polres Pasuruan ditangam oleh
Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus Remaja, Wanita dan Anak) di mana umt
tersebut dibawah Satuaan Reserse Kriminal (sat Resknm) Polres Pasuruan. Unit RPK
Polres Pasuruan terdiri dari dua orang Polisi Wamita (Polwan). Satu orang Polwan
dengan jabatan scbagai Penyidik Anak dan Satu Polwan sebagai Penyidik Pembantu.
Unit RPK Polres Pasuruan dipimpin olch Brigadir Marti, yang juga scbagai Penyidik
Anak.

Setiap Penyidik Anak harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai
Penvidik Anak yang ditetapkan oleh Kapoln sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat
(1) Undang-lIndang Pengadilan Anak No.3 Tahun1997. Polisi yang menyidik anak
harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: telah berpengalaman sebagai penyidik tindak
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi
dan memahami masalah anak (Pasal 41 ayat 2). Yang dimaksud dalam pasal 41 avat
(2). sebagaimana yang ada dalam penjelasan adalah memahami pembinaan anak vang
meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta
melaksanakan pendekatan sccara efektif dan simpatik, kemudian memahami
pertumbuhan anak dan berbagai tata mlar yang mempengaruhi kehidupan anak.

Uniuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka anak penulis mengikuti
proses penyidik terhadap tersangka anak namun dalam hal i penulis hanya
mengikuti proses penyidikan terhadap tersangka Kh (14 tahun) yang disangka
melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Mawar (8 tahun) Dalam hal im
terhadap  tersangka  Kh  dilakukan  penahanan  karena  penyidik

16
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mempertimbangkan keselamatan tersangka Kh, sebab dikhawatirkan terjadi tindakan
balas dendam oleh keluarga korban. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka Kh
penyidik anak sudah melaksanakan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum
dari awal proses penyidikan sehungga tersangka anak mendapatkan hak-haknya
sebagaimana mestinya. Bantuan hukum terhadap tersangka Kh diperoleh secara
prodeo karena keluarga tersangka Kh termasuk keluarga tidak mampu dan
mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.
Kemudian tersangka Kh juga didampingi oleh Bapas Malang namun Bapas tidak
dapat melaksanakan tugasnya secara utuh dikarenakan Bapas tidak dapat selalu
mendampingi tersangka anak dalam setiap pemeriksaan karena letak Bapas hanya ada
di Malang sementara kasus yang ditangani Bapas meliputi seluruh karasidenan
Malang vaitu Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang . Dalam proses
pemeriksaan terhadap tersangka Kh, tersangka Kh juga didampingi oleh keluarga
tersangka, Pemeriksaan tersangka Kh dilakukan dalam suasana kekeluargaan hal i
dapat dilihat dari penyidik anak tidak memakai seragam dinas sehingga tersangka
anak tidak ketakutan dan merasa nyaman dalam pemeriksaan terscbut. Kemudian
dalam memberikan perianyaan terhadap tersangka Kh penyidik anak melakukan tidak
seperti pertanyaan terhadap tersangka dewasa, pertanyaan-pertanyaan yang
diutarakan oleh penyidik diusahakan bahasa yang dimengerti oleh tersangka anak dan
jika bahasa yang digunakan tidak dimengerti oleh anak, pertanyaan tersebut
diterjemahkan oleh penasehat hukum tersangka atau keluarga tersangka. Terlihat pula
penyidik tidak melakukan intimidasi terhadap tersangka Kh. Penyidik memben
kebebasan terhadap tersangka Kh untuk mengutarakan apa saja yang telah dilakukan
terhadap korban. Dapat dilihat penyidik memperlakukan tersangka Kh dengan baik
dalam proses pemeriksaan tersebut. Penulis mengikuti proses pemeriksaan terhadap
tersangka Kh pada tanggal 20 September 2006,

Tersangka Kh menempati ruang tahanan bersama-sama dengan tahanan
dewasa hal ini disebabkan tersangka Kh takut untuk menempati ruang tahanan anak

sendirian. Hal ini yang dipertimbangkan penyidik untuk menempatkan tersangka Kh
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bersama-sama dengan tersangka dewasa lainnya. Ruang tahanan anak sendini bisa
dikatakan masih dalam satu area dengan ruang tahanan dewasa, ruang tahanan anak
sendiri bersebelahan dengan ruang tahanan dewasa. Jadi meskipun tersangka anak
ditempatkan dalam ruang tahanan anak tetap saja tersangka anak masih dalam
lingkungan vang sama dengan tahanan dewasa dan dapat bernteraksi dengan
tersangka dewasa. Penempatan tersangka Kh dengan tersangka dewasa 1ini
bertentangan dengan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yang menyebutkan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari
tempat tahanan orang dewasa. Pemisahan ruang tahanan tersangka anak dengan ruang
tahanan ada dimaksudkan untuk menghindari pengaruh buruk dari tahanan dewasa.

Selain mengikuti proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh penyidik juga
melakukan wawancara secara terbuka dengan Kanit RPK Polres Pasuruan. Menurut
Kanit RPK Polres Pasuruan Brigadir Marti dalam wawancara pada tanggal 21
September 2006, proses penyidikan terhadap tersangka anak dapat dibagi-bagi
kedalam beberapa tahapan sebagai benkut:
a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan
Negara. Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan (Darwan Prints,
1993:15) adalah sebagai berikut:

a). Syaral Formal:
|. Dilakukan oleh Penvidik POLRI atau oleh Penyelidik atas perintah
penyidik:

(i}

. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan Penyidik

Lk

Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan
tembusannya kepada keluarganya.
b).Syarat Malerial:
1. ada bukti permulaan vang cukup (Pasal 17 KUHAP)

2 Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam.
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Penangkapan vang tidak memenuhi syarat formal maupun matenal adalah
tidak sah dan karenanya dapat diajukan ke praperadilan untuk menyatakan
ketidaksahannya dan sekaligus meminta ganti rugi kerugian atas penangkapan it

Penangkapan tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan pada
umumnya dilakukan oleh petugas polisi di polsek-polsek yang berada di bawah
Polres Pasuruan setelah mendapat laporan atau pada saat tersangka anak tersebul
tertangkap tangan dan dan atau setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup agar
kasus tersebut dapat diperiksa lebih lanjut. Tersangka dan barang bukti kemudian
oleh pihak Polsek diserahkan ke Unit RPK Polres Pasuruan Untuk dilakukan
Penyidikan lebih lanjut.

Tata cara penangkapan tersangka anak tidak diatur secara khusus dalam
Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1),
penangkapan tersangka anak dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
penangkapan pada tersangka anak diatur pada pasal 16 sampai dengan pasal 19 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perintah penangkapan tersangka anak dilakukan terhadap anak yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maka jika
belum ada bukti permulaan yang cukup, penyidik anak tidak diperkenankan untuk
melakukan penangkapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah
bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa
perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, letapi
ditujukan kepada mercka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Wagati
Soetodjo,2006:h 40).

Penangkapan terhadap tersangka anak, pihak Penyidik Anak tidak memakai
seragam dinas, agar tersangka anak tidak ketakutan dan tidak mengganggu mental
tersangka anak tersebut. Pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terlebih
dahulu memberitahukan penangkapan tersebut kepada pihak keluarga tersangka,

-
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mengapa tersangka anak tersebut ditangkap selain itu penyidik juga menyampaikan
hak-hak tersangka anak tersebut, memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan
bantuan dari Penasehat Hukum apakah tersangka menunjuk sendiri Penasehat
Hukumnya atau meminta bantuan Penasehat Hukum secara prodeo sehingga pihak
penyidik yang menyediakan Penasehat Hukum bagi tersangka anak

Kemudian penangkapan terhadap tlersangka anak hanya dapat dilakukan
dalam jangka waktu paling lama satu hari. Hal im diatur agar hak-hak tersangka anak
tersebut terpenuhi, karena belum tentu anak yang ditangkap tersebut terbukti sebagai
pelaku tindak pidana sepert yang disangkakan.

Penvidik Anak di unmit RPK setelah menerima penverahan tersangka beserta
barang bukti akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kasus tersebut
adalah undak pidana dengan tersangka anak Setelah Penyidik Anak memastikan
bahwa kasus terscbut adalah tindak pidana dengan tersangka anak maka penyidik
anak akan meminta surat perintah penyidikan kepada atasannya yaitu Kepala Satuan
Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pasuruan. Setelah surat perintah penyidikan

keluar selanjutnya penyidik anak dapat memulai penvidikan.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh
penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Untuk itu harus ada Surat Perintah
Penahanan dan Penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan penahanan dari hakim,
yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa
dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

Suatu penahanan harus memenuhi syarat formal dan syarat matenal. Adapun
syarat formal melakukan penahanan adalah: dilakukan oleh penyidik atau penyidik
pembantu atas pehmpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
Dan untuk  1tu dilengkapr dengan Surat Perintah  Penahanan atau  Penetapan
Penahanan dan penyidik, atan penuntut umum, atau hakim Sementara syarat material

melakukan penahanan sesum pasal 21 KUHAP adalah tersangka atau terdakwa
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diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup,
tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, tindak pidana yang
disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau
karena melakukan tindak pidana tertentu.{Darwin Prints, 2003:41).

Penahanan terhadap tersangka anak dilakukan sctelah penyidik
mempertimbangkan  dengan  sungguh-sungguh  kepentingan anak dan atau
kepentingan masyarakat, hal im sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 ) Undang-
Undang No.3 Tahunl997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu penyidik anak
tidak boleh gegabah dalam menentukan apakah tersangka anak tersebut perlu ditahan
atau tidak.

Apabila dikhawatirkan tersangka anak akan melankan din maka terhadap
tersangka anak tersebut dapat ditahan. Menurut Kamit RPK Polres Pasuruan selama
ini terhadap tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan dilakukan penahanan
karena dikhawatirkan tersangka anak akan melarikan diri atau untuk menghindan
tindakan balas dendam dari korban beserta keluarga korban.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemerniksaan, namun
penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang
menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial
anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat
tahanan orang dewasa Hal imi dimaksudkan untuk menghindari anak terhadap
pengaruh-pengaruh  buruk vang dapat diserap melalur konteks cultural dengan
tahanan lam({ Wagiati Soetodjo, 2006:h 42).

Dikarenakan Polres Pasuruan belum memiliki ruang tahanan anak secama
terpisah serta anak udak dapat dipisahkan dari orang dewasa maka penahanan
terhadap tersangka anak dilakukan di ruang tahanan Polres Pasuruan. Hal tersebut
menurul Kanit RPK disebabkan karena belum adanya dana untuk membangun ruang

fahanan khusus anak, selain itu dikhawatirkan anak  tersebut ketakutan jika
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ditempatkan terpisah dengan orang dewasa karena anak tidak bisa terlepas dan orang
dewasa, sehingga tersangka anak ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa.
Menurut Dr Wagiati Soetodjo dalam bukunva Hukum Pidana Anak
mengatakan sebaiknya dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana
vang masih dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak
hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan
serta perlindungan bagi anak. Namun yang paling penting diharapkan agar pihak
penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Schingga
penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara
setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluamya
Penahanan hanva berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jika
pemeriksaan penvidik anak belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat
diperpanjang oleh Penuntut Umum vang berwenang untuk paling lama 10 (sepulub)
hari, Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) han, penyidik anak harus sudah
menyerahkan berkas perkara vang bersangkutan ke Penuntut Umum. Apabila selama
30 (tiga puluh) har penyidik belum menyerabkan berkas perkara kepada Penuntut
Umum, maka tersangka anak harus segera dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

¢. Pemeriksaan tersangka

Dalam melakukan pemenksaan tersangka anak, penvidik wajib memeriksa
tersangka dalam suasana kekeluargaan, hal mi sesun dengan Ketentuan pasal 42 ayat
(2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Menurut Wagiati Soetodjo vang dimaksud
dengan suasana kekeluargaan, antara lain pada waktu penyidik memenksa tersangk
tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan scara efektif, afeknf dan
simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intinidasi, atau
sejenisnya selama dalam penyidikan (Darwin Prints, 2003:38),

Dalam melakukan proses pemeriksaan pihak Penyidik Anak Polres Pasuruan,
proses Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman

dan tidak takut. Kemudian bahasa yang digunakan olch Penvidik adalah bahasa vang
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dimengerti oleh tersangka anak, dan bila diperlukan penyidik dapat meminta bantuan
kepada pencrjemah untuk berkomunikasi dengan tersangka anak.

Mulai dari awal penyidikan tersangka anak didampingi olch penaschat hukum
vang ditunjuk sendini oleh tersangka Apabila tersangka tidak mampu untuk
memanggil penasehat hukum maka pihak penyidik akan mencankan penasehat
hukum untuk tersangka anak. Pendampmgan oleh penasehat hukum dimaksudkan
agar lersangka anak mendapatkan hak-haknya dan untuk memudahkan proses
penyidikan, karena adakalanva tersangka anak tidak dapat memawab dengan baik
pertanyaan-pertanyaan dan penyidik, sehingga penasehat hukum dapat membantu
tersangka dalam menjawab pertanyaan-pertanvaan yang digjukan oleh penvidik
tersebut.

Sebelum melakukan pemenksaan terhadap tersangka anak penyidik selalu
meminta saran dan pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kemudian
Bapas melakukan penelusuran tentang riwavat hidup tersangka anak, tingkat
pendidikannya, keluarga serta keadaan sosial ekonominya. Saran dan pertimbangan
tersebut didasarkan keluhan dan pengaduan dari tersangka anak vang didampingi
pemasyarakatan, Dalam Pasal 34 avat (1) huruf a menyebutkan tugas dan
pembimbing kemasyarakatan vaitu membantu memperlancar tugas penyidik |
penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar
sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasvarakatan

Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau
saran dan ahli pendidikan, ahli kesechatan jiwa, ahli agama, atau petugas
kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan anak sendin maka proses
penvidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tndak dirahasiakan dikhawatirkan
tersangka anak akan mengalami deprser, rasa malu, dan akhirmya sukar ditenma di

lingkungannya
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d. Penyitaan dan Pemernksaan Barang Bukn

Penyitaan dan pemeriksaan barang bukti diperlukan untuk melengkapt berkas
penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Barang bukti vang disertakan dalam berkas
perkara tersebut misalnya: senjata, pakaian korban, barang hasil kejahatan serta bukn

lainnya.

e. Pemeriksaan saksi

Penyidik anak melakukan pemenksaan terhadap saksi-saksi untuk
melengkapi penyidikan. Pada umumnya saksinya adalah korban itu sendin kemudian
orang-orang yang berada ditempat kejadian tindak pidana atau bahkan tersangka lain
yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut jika tindak pidana yang dilakukan
adalah penyertaan dengan tersangka lebih dari satu Dalam hal ini tersangka anak
tidak dapat dipaksa membenkan kesaksian atau mengakwi kesalahan, untuk
memenksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan untuk
memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam
kondisi kesetaraan,

Dar hasil wawancara diatas bisa dilihat ada ndaknya pelaksanaan hak-hak

tersangka anak Macam-macam hak tersangka anak tersebut antara lain:

I Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a.berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnva  dapat
diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1),

b.berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal
51 huruf a);

¢.berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 52,

d berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak vang mempunya

hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna
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mendapatkan jaminan bag penangguhan penahanan ataupun usaha untuk
mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);

e.Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dan
rohaniawan. (Pasal 63);

f.berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau sesorang yang
memiliki keahlian kKhusus guna membenkan keterangan vang menguntungkan
bagi dirinya. (Pasal 65);

g berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal

05 dan selanjutnya. ( Pasal 68)

2, Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

atersangka anak di dalam proses penyidikan berhak untuk di periksa dalam
suasana kekeluargaan, hal ini sesuaidengan pasal 42 ayat (1).

b.tersangka anak berhak untuk di tempatkan terpisah dengan tahanan orang
dewasa, hal 1m sesuail dengan pasal 45 ayat (3).

¢lersangka anak sejak awal saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dan seorang atau lebih hal 1m sesua dengan pasal 51 avat (1).

d.tersangka anak berhak untuk berhubungan langsung dengan Penasehai Hukum

dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, (Pasal 51 avat(3)).

3. Menurut Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak(2006:h 71)
tersangka anak mempunyai hak untuk:
a hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
bhak mendapat perlindungan dari  tindakan-tindakan vyang merugikan,
memmbulkan pendentaan mental, fisik, dan social.
c.hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.

d.hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta
memperlancar pemeriksaan,

¢.hak untuk menyatakan pendapat.
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I~hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

g.hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan,

h.Peradilan sedapal mungkin untuk tidak ditangguhkan, konsekuensinya
persiapan yang matang sebelum siding dimulai.

i.hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

3.2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak-Ilak Tersangka

Anak
Menurut Brigadir Marti, ada beberapa kendala yvang harus dihadapi Penyidik

Anak yang harus dihadapi oleh Penyidik anak dalam melaksanakan hak-hak

tersangka anak. Kendala kendala tersebut seperti dipaparkan dalam wawancara

tanggal 21 September 2006 antara lain:

Tersangka anak sebagian besar belum memiliki tingkat pengetahuan cukup
terutama pengetahuan dibidang hukum. Hal itu dikarenakan usia mercka vang
masih muda sebagian besar tersangka anak yang diperiksa di unit RPK Polres
Pasuruan berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan
tersangka tersebut dapal menghambat proses penyidikan karena tersangka akan
mengalami  kesulitan menjawab pertanvaan-pertanyaan vang diajukan oleh
Penyidik

Sebagian besar tersangka anak vang ditangani olch unit RPK Polres Pasuruan,
keadaan sosial ckonominya atau keluarganya adalah golongan tidak mampu. Hal
ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar penasehat hukum untuk
mendampingi tersangka. Namun hal itu dapat diatasi dengan mendatangkan
penasehat hukum secara prodeo (cuma-cuma). Apabila tersangka dan keluarganva
menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memanggil penasehat hukum
dengan biaya mereka sendiri, maka penvidik vang bertanggung jawab untuk

mendatangkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka
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3. Ruang Tahanan anak Polres Pasuruan bersebelahan dengan ruang tahanan dewasa
sehingga ruang tahanan anak dengan tahanan dewasa berada dalam satu
hingkungan yang sama schingga tersangka anak masih dapat berinteraksi dengan
tahanan dewasa,

4. Tersangka anak tidak mau menempali ruang tahanan anak sendirian karena
tersangka anak takul untuk menempati ruang tahanan anak terscbut sendirian.
Sehingga pihak penyidik anak Polres Pasuruan berinisiatif untuk menjadikan satu
tersangka anak tersebut dengan tahanan lain. Namun tidak selamanya tersangka
anak tersebut dijadikan satu dengan tahanan dewasa jika ada tersangka anak lain
maka tersangka anak tersebut dijadikan satu ditempat khusus untuk tersangka
anak. Hal itu pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang NO. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di dalamnya disebutkan bahwa
salah satu hak anak scbagai tersangka suatu tindak pidana dalah untuk ditahan di
tempat yang terpisah dengan tahanan dewasa, Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga agar pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak tidak
terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dikhawatirkan apabila tempat tahanan
anak dijadikan satu tempat dengan tempat tahanan orang dewasa, anak menjadi
terpengaruh dengan perilaku orang dewasa, anak menjadi terpengaruh dengan
perilaku negatif yang dilakukan oleh tahanan dewasa.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Anak di Polres Pasuruan, pada
Periode Tahun 2005 - 2006 ini Penyidik Anak di Polres Pasuruan satu orang
Penyidik dengan dibantu satu orang penyidik pembantu. Sementara banvak kasus
tindak pidana dengan tersangka anak vang harus ditangani oleh penyidik anak
selain 1tu penyidik anak lidak hanya menangani kasus tindak pidana dengan
tersangka anak saja melainkan juga tindak pidana dengan korban anak dan tindak
pidana dengan korban wanita, Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap
tersangka anak penyidik anak meminta bantuan kepada penvidik umum di Polres

Pasuruan.
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6. Pihak penyidik anak Polres Pasuruan terhambat masalah pendanaan untuk
melakukan penyidikan terhadap tersangka anak. Hal i discbabkan minimnya
anggaran untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka anak tidak sebanding
dengan banyaknya tindak pidana dengan tersangka anak vang harus ditangani
Polres Pasuruan. Sehingga pihak Polres Pasuruan terhambat untuk melaksanakan
hak-hak tersangka anak secara utuh sebagaimana seharusnya sesuai dengan
Undang-Undang vang berlaku.
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WIRIK GET PERPUSTAXAAN
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BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

bt

Pelaksanaan hak-hak tersangka anak di Polres Pasuruan secara umum sudah
dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan hak-hak tersangka anak tersebut antara
lain pelaksanaan hak tersangka anak untuk memperoleh bantuan hukum, dan
didampingi oleh penasehat hukum mulai awal proses penyidikan, tersangka anak
di Polres Pasuruan juga didampingi oleh Bapas namun peran Bapas tidak dapat
dilaksanakan dengan baik karena Bapas tidak selalu mendampingi tersangka anak
dalam setiap proses pemeriksaan. Penyidik anak Polres Pasuruan dalam
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak sudah melakukannya dengan
suasana kekeluargaan seperti vang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak Hak tersangka anak yang tidak dapat dipenuhi
dengan baik oleh pihak Polres Pasuruan yaitu tersangka anak ditempatkan dalam
satu ruang dengan tersangka dewasa hal ini disebabkan tersangka anak tidak mau
menempati ruang tahanan anak sendinan karena tersangka anak takut untuk
menempati ruang tahanan sendirian. Sehingga pihak penyidik anak Polres
Pasuruan berinisiatif untuk menjadikan satu tersangka anak tersebut dengan
tahanan lain. Selain itu ruang tabanan anak di Polres Pasuruan masih dalam satu
lingkungan dengan ruang tahanan dewasa, sehingga tersangka anak masih bisa
berinteraksi dengan tersangka dewasa.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik anak di Polres Pasuruan dalam pelaksanaan
hak-hak tersangka anak yaitu sebagian besar tersangka anak yang ditangani Polres

Pasuruan belum memiliki tingkat pengetahuan cukup
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terutama pengetahuan dibidang hukum. Hal itu dikarenakan usia mereka vang
masih muda sebagan besar tersangka anak vang diperiksa di unit RPK Polres
Pasuruan berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Rendahnva tingkat pendidikan
tersangka tersebut dapat menghambat proses penyidikan karena tersangka akan
mengalami  kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan vang diajukan oleh
Penyidik.

4.2 Saran

Hendaknya pihak Polres Pasuruan menambah personil Penyvidik Anak di
Polres Pasuruan mengingat banvaknya kasus yvang harus ditangani oleh Penwidik
Anak di Polres Pasuruan. Sehingga dengan penambahan personil penyidik anak
tersebut dapat membantu memperlancar pelaksanaan hak-hak tersangka anak vang
ditangami oleh Polres Pasuruan, Kemudian seharusnva tersangka anak ditempatkan
terpisah dengan tahanan dewasa, jika pihak Polres Pasuruan tidak bisa menyediakan
tempat yang terpisah dengan tahanan dewasa sebaiknya tersangka anak dititipkan di
Lembaga Pemasyarakatan Anak agar anak tidak mendapat pengaruh buruk dan

tahanan dewasa
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Wawancara dengan Brigadir Marti, Penyidik Anak di Polres Pasuruan, 21
September 2006.

Proses Penyidikan terhadap tersangka anak di Polres Pasuruan ditangani oleh
bagian apa dan berapa jumlah penyidik anak di Polres Pasuruan Periode 2005-
2006 ?

Proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polres Pasuruan ditangani oleh
Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus Remaja, Wanita dan Anak) di mana unit
tersebut dibawah Satuaan Reserse Kriminal (sat Reskrim) Polres Pasuruan.
Unit RPK Polres Pasuruan terdin dan dua orang Polisi Wanita (Polwan). Satu
orang Polwan dengan jabatan sebagai Penyidik Anak dan Satu Polwan sebagai
Penyidik Pembantu. Unit RPK Polres Pasuruan dipimpin oleh Brigadir Marti,
yang juga sebagai Penyidik Anak.

2. Syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang penyidik untuk menjadi

penyidik anak?

Setiap Penyidik Anak harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan
sebagai Penyidik Anak yang ditetapkan oleh Kapolr sesuai dengan ketentuan
pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak No.3 Tahun1997. Polisi
vang menyidik anak  harus  memenuhi  syarat-syarat, yaitw:  telah
berpengalaman scbagar penyidik lindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah
anak

3. Tolong anda certtakan proses penyidikan terhadap tersangka anak dan awal

proses penyidikan beserta pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam proses
tersebut
I. Penangkapan

Penangkapan tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan pada
umurnnya dilakukan oleh petugas polisi di polsek-polsck yang berada di
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bawah Polres Pasuruan setelash mendapat laporan atau pada saat tersangka
anak tersebut tertangkap tangan dan dan atau setelah memperoleh bukti
permulaan yang cukup agar kasus terscbut dapat diperiksa lebith lanjut.
Tersangka dan barang bukti kemudian oleh pihak Polsck diserahkan ke Unit
RPK Polres Pasuruan Untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perintah penangkapan tersangka anak dilakukan terhadap anak yang
diduga kerns melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Maka jika belum ada bukti permulaan yang cukup, penyidik anak tidak
diperkenankan untuk melakukan penangkapan. Dalam  melakukan
penangkapan terhadap tersangka anak, pihak Penyidik Anak tidak memakai
seragam dinas, agar tersangka anak tidak ketakutan dan tidak mengganggu
mental tersangke anak tersebut.  Pihak penyidik dalam melakukan
penangkapan terlebih dahulu memberitahukan penangkapan terscbut kepada
pihak keluarga tersangka, mengapa tersangka anak tersebut ditangkap selamn
itu penyidik juga menyampaikan hak-hak tersangka anak terscbut,
memberituhukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan dart Penaschat
Hukum apakah tersangka menunjuk sendini Penasehat Hukumnya atau
meminta bantuan Penasehat Hukum secara prodeo sehingga pihak penyidik
yang menyediakan Penaschat Hukum bagi tersangka anak. Penangkapan
terhadap tersangka anak dilakukan dalam waktu 1 hari.

Penyidik Anak di unit RPK setelah menerima penyerahan tersangka
beserta barang bukti akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan
kasus tersebut adalah tindak pidana dengan tersangka anak. Setelah Penyidik
Ansk memastikan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana dengan
tersangka anak maka penyidik anak akan meminta surat perintah penyidikan
kepada atmsannya yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
Polres Pasuruan. Sctelah surnt perintah  penyidikan keluar selanjutnya
penyidik anak dapat memulai penyidikan
2. Penahanan

Dalam melakukan penahanan terhadap tersangka anak, penyidik anak
Polres Pasuruan membawa Surat Periniah Penahanan dan Penyidik atau
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Penuntut Umum atau Penetapan penahanan dan hakim, yang ketika
melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan
tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

Apabila dikhawatirkan tersangka anak akan melarikan diri maka terhadap
tersangka anak tersebut dapat ditahan. Menurut Kanit RPK Polres Pasuruan
selama ini terhadap tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan
dilakukan penshanan karena dikhawatirkan tersangks anak akan melarikan
dini atau untuk menghindari tindakan balas dendam dari korban beserta
keluarga korban.

Dikarenakan Polres Pasuruan belum memiliki ruang tahanan anak
secara terpisah serta anak tidak dapat dipisahkan dari orang dewasa maka
penahanan terhadap tersangka ansk dilakukan di ruang tshanan Polres
Pasuruan. Hal tersebut menurut Kanit RPK discbabkan karena belum adanya
dana untuk membangun ruang tahanan khusus anak, selain itu dikhawatirkan
anak tersebut ketakutan jika ditempatkan terpisah dengan orang dewasa
karena anak tidak bisa terlepas dari orang dewasa, sehingga tersangka anak
ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa.

Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) han, dan jika
pemeriksaan penyidik anak belum sclesai, maka atas permintaan penyidik
dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama
10 (sepulub) hari. Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari, penyidik anak
harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan ke Penuntut
Umum, Apabila selama 30 (tiga puluh) han penyidik belum menyerahkan
berkas perkara kepada Penuntut Umum, maks tersangka anak harus segera
dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

3. Pemeriksaan tersangka

Dalam melakukan pemenksaan tersangka anak, penyidik anak Polres
pasuruan telah memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, hal i
scsuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun
1997 Dalam melakukan proses pemeriksaan pthak Penyidik Anak Polres
Pasuruan, proses Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, schingga
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anak merasa aman dan tidak takut. Kemudian bahasa yang digunakan oleh
Penyidik adalah bahasa yang dimengerti oleh tersangka anak, dan bila
diperlukan penyidik dapat meminta bantuan kepada pemerjemah untuk
berkomunikasi dengan tersangka anak.

Mulai dari awal penyidikan tersangka anak didampingi oleh penaschat
hukum yang ditunjuk sendini oleh tersangka. Apabila tersangka tidak mampu
untuk memanggil penaschat hukum maka pihak penyidik akan mencankan
penasehat hukum untuk tersangka anak. Pendampingan oleh penasehat hukum
dimaksudkan agar tersangka anak mendapatkan hak-haknya dan untuk
memudahkan proses penyidikan, karena adakalanya tersangka anak tidak
dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dan penyidik, schingga
penasehat hukum dapat membantu tersangka dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tersebut.

Untuk kepentingan tersangka anak sendiri maka proses penyidikan wajib
dirahasiakan, Karena kalau tidak dirshastakan dikhawatirkan tersangka anak
akan mengalami deprsei, rasa malu, dan akhimya sukar diterima di
lingkungannya.

Pihak Polres Pasuruan dalam melakukan pemeriksaan sebelumnys juga
memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bapas dalam hal ini dilibatkan
Bapas di wilayah Malang karena di Pasuruan sendiri belum ada Bapas
sehingga polres Pasuruan meminta bantuan kepada Bapas Malang.

4. Penyitaan dan Pemeriksaan Barang Bukti
Penyitaan dan pemeriksaan barang bukti diperlukan untuk melengkap
berkas penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Barang bukti yang disertakan
dalam berkas perkura tersebut misalnya: semjuta, pakaian korban, barang
hasil kejahatan serta buktt lainnya.
5. Pemeriksann saksi
Penyidik anak melakukan pemeriksaan techadap saksi-saksi untuk
melengkapi penyidikan. Pada umumnya saksinya adalah korban itu sendini
kemudian orang-orang yang berada ditempat kejadian tindak pidana atau
bahkan tersangka lain yang tkut serta melakukan tindak pidana terscbut pka
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tindak pidana yang dilakukan adalah penyertaan dengan tersangka lebih dan
salu.

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Polres Pasuruan dalam melakukan
penyidikan terhadap tersangka anak?

|. Tersangka anak scbagian besar belum memiliki tingkat pengetahuan cukup
terutama pengetahuan dibidang hukum. Hal itu dikarenskan usia mereka
yvang masih muda sebagian besar tersangka anak yang diperiksa di unit RPK
Polres Pasuruan berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat
pendidikan tersangka tersebut dapat menghambat proses penyidikan karcna
tersangka akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh Penyidik,

2. Sebagian besar tersangka anak yang ditangani oleh unit RPK Polres
Pasuruan, keadaan sosial ekonominya atau keluarganya adalah golongan
tidak mampu. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar
penaschat hukum untuk mendampingi tersangka. Namun hal itu dapat
diatast dengan mendatangkan penasehat hukum secare prodeo (cuma-cuma),
Apabila tersangka dan keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak mampu
untuk memanggil penaschat hukum dengan biaya mereka sendiri, maka
penyidik yang bertanggung jawab untuk mendatangkan penaschat hukum
untuk mendampingi tersangka

3. Tempat tahanan tersangka anak di Polres Pasuruan dijadikan satu dengan
tahanan dewasa, hal ini discbabkan tersangka anak tersebut takut sendinan
karena anak tidak bisa terlepas dan orang dewasa karena anak ditakutkan
semakin ketakutan jika ditempatkan sendinan terpisah dengan tahanan lain
maka pihak RPK Polres Pasuruan berinisiatif untuk menjadikan satu
tersangka anak tersebut dengan tahanan lain. Namun tidak selamanya
tersangka anak tersebut dijadikan satu dengan tmhanan dewasa jika ada
tersangka anak lain maka tersangka anak tersebul dijadikan satu ditempat
khusus untuk tersangka anak,
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4. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Anak di Polres Pasuruan, pada
Periode Tahun 2005 - 2006 ini Penyidik Anak di Polres Pasuruan 1 orang
Penyidik dengan dibantu | orang penyidik pembantu.

5 Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak, penyidik anak
terhambat masalah pendanaan untuk melakukan penyidikan. Hal ini
discbabkan tidak ada anggaran khusus bagi penyidik untuk melaksanakan
hak-hak tersangka anak secara utuh sebagaimana seharusnya.

GHoMR. PLp. 740A0RT |
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